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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

'. a.

BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk kelancaran dan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat dalam wilayah Kabupaten Katingan sebagai Daerah

Otonom, maka perlu adanya kewenangan;

bahwa untuk dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah KabuPaten Katingan-

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabttpaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito

Timur di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a180);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

b.
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lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nonror 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)'

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Penrerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lernbaran Negara Republtk lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lenrbaran Negara Republrk lndonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

penrbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)'

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2A05 Nomor 14A, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /

Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo7 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 2007

tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesra Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4741),
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN

PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang drmaksud dengan :

1. Daerah Otonorn, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

lndonesia.

2. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewaliban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepenttngan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah;

4 Bupati adalah BuPati Katingan:

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;

6 Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten

Katingan,
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Kewenangan Daerah Kabupaten Katingan adalah hak dan kekuasaan pemerintah

daerah Kabupaten Katingan untuk menentukan kebilakan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebi.lakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma. standar,

prosedur dan i atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai pedoman

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

rANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN

Pasal 2

(1) pemerintah Daerah Kabupaten Katingan mengatur dan mengurus urusan

penrerrntahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabrlitas dan efisiensi

dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan I atau

susunan pemerintahan:

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas urusan

wajib dan urusan pilihan.

BAB III

URUSAN WAJIB

Pasal 3

(1) Urusan wajib sebagaimana drmaksud dalam Pasal 2 ayal (2) adalat' urusan

pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten

Katingan, berkaitan dengan pelayanan Casar;

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi .

a. Pendidikan,

b Kesehatan:

c Lingkungan Hic.iuP:

d. Pekerjaan Umum;
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e. Penataan Ruang,

f PerencanaanPembangunan,

g Perumahan

h Kepemudaan dan Olah Raga,

i Penanaman Modal,

1. Koperasi usaha kecil dan menengah,

k Kependudukan dan Catatan SiPil;

I Ketenagakerlaan;

m. Ketahanan Pangan:

n Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

p Perhubungan;

q Komunikasi dan lnformatika;

r Pertanahan;

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

t Otonomi Daerah, pernerintahan umum. administrasi keuangan daerah.

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

v. Sosial;

w. Kebudayaan;

x. Statistik;

y Kearsipan, dan

z. Perpustakaan.
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BAB IV

URUSAN PILIHAN

Pasal 4

(.1)Urusan pilihan sebagairnana dimaksud dalan-r Pasal 2 ayal (2) adalah urusan

pemerintahan yang seca[a nyata ada dan berpotensr untuk nreningkatkan

keselahteraan masyarakat Kabupaten Kati ngan,

(2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melrputi :

a. Kelautan dan Perikanan,

b. Pertantan,

c Kehutanan:

d. Energi dan Sumber DaYa Mineral;

e. Pariwisata:

f lnd ustri,

g Perdagangan:

h Ketransmigrasian,

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria

pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemertntah Daerah

Kabupaten Katingan daPat :

a. Menyelenggarakan sendiri, atau

b. Menugaskan dan I atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut

kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 6

('1)Rincian kewenangan urusan walib dan pilihan sebagarmana dimaksud dalam

pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayal (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan

dengan Peraturan Daerah ini;
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(2) Penjabaran lebih lanjut urusan yang menladl kevuenangan akan diatur dalam

bentuk tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kattngan,

(3) Kewenangan Kecamatan sebagai satuan Ker.1a Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan pemerrntahan diatur tersendiri dengan Keputusan dan / atau

Peraturan BuPati Katingan,

(4) Kewenangan lain yang belum diatur dalanr Peraturan Daerah ini sepanlang yang

bukan menladi Kewenangan Pemerintah Pusat dan I atau Provinsi, masih meniadi

Kewenangal Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

(1) Kewenangan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 diatas dilaksanakan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;

(2) Untuk melaksanakan ayat (1) diatas perlu dibentuk Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Katingan yang drtetapkan dengan Peraturan Daerah;

(3) pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2)

diatas didasarkan atas kebutuhan daerah,

(4) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada Peraturan

Daerah ini menladi dasar penyusunan susunan organisasai dan tata kerja

perangkat daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO3 Nomor 3) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalanr Lernbaran Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal, '17 Oktober 2008

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, 17 Oktober 20OB

DAERAH

TINGAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OOB NOMOR : 3

1 r. saloH.
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